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Abstrak
Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia, baik menurut doktrin
atau pun keputusan politik dalam UU No.12 Tahun 2011. Kedudukan Pancasila sebagai cita
hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus
bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam cita hukum
tersebut kemudian diderivasi menjadi seperangkat asas-asas hukum umum yaitu asas negara
hukum kesejahteraan dan asas kedaulatan rakyat yang bertumpu pada partisipasi publik
dalam sistem penyelenggaraan negara.
Asas-asas hukum di atas merupakan dasar sekaligus pedoman dalam membentuk
norma-norma yang berlaku umum dan asbtrak. Dalam konteks pembentukan norma-norma
hukum yang bersifat abstrak-umum, asas-asas hukum harus dijadikan landasan dan atau
pedoman. Dalam konteks pembaharuan Mekanisme Seleksi KOMPOLNAS harus dikaji dalam
perspektif cita hukum Pancasila, asas-asas hukum dan politik hukum nasional. Oleh karena
itu, norma-norma hukum yang dibentuk dalam rangka pembaharuan sistem pengisian anggota
komisioner harus tercermin.
Dalam doktrin hukum tata negara, sistem pengisian jabatan ada yang berkarakter
otokrasi dan ada yang demokratis yang mencerminkan partisipasi publik. Pengisian jabatan
Pengisian jabatan dalam perspektif  cita hukum Pancasila harus melibatkan ‘partisipasi
publik’. Partisipasi publik yang dimaksud merupakan suatu bentuk kesepahaman dalam
penunjukan pejabat pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat.
Dalam rangka kerangka berfikir sebagaimana dikemukakan di atas, Tim Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mengemukakan gagasan sistem pengisian
jabatan Komisioner KOMPOLNAS sebagai berikut: selama ini pemilihan komisioner, 3
komisioner, khususnya Ketua dan Wakil Ketua, dari 9 komisioner lainnya dipilih serta
ditetapkan secara mutlak oleh Presiden yang ketiganya berasal dari unsur Pemerintah. Hal
ini akan memungkinkan konflik kepentingan dalam memberikan pertimbangan pada saat
pengajuan calon Kapolri ke Presiden. Pada tataran nilai dan asas hal demikian bertentangan
dengan ‘asas partisipasi publik’ sebagai pencerminan nilai-nilai dari  cita hukum Pancasila.
Keyword: Asas Negara Hukum Kesejahteraan dan Asas Kedaulatan Rakyat
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A. PENDAHULUAN
Amandemen keempat  UUD 1945 telah melahirkan lembaga-lembaga negara baru.
Baik itu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang maupun berdasarkan Peraturan Presiden.
Lembaga-lembaga negara yang dimaksud salah satunya adalah lembaga negara pembantu
(auxiliary state organ) yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang
memiliki karakteristik spesifik yang tidak diselenggarakan oleh organ eksekutif.1 Lahirnya
lembaga tersebut merupakan bagian dari krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak
hukum, karena sebagian besar komisi-komisi negara tersebut berfungsi sebagai pengawas
kinerja lembaga negara yang ada.2
Salah satu lembaga pembantu (auxiliary state organ) yang melakukan fungsi
pengawasan yaitu Kompolnas. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang
Komisi Kepolisian Nasional menyatakan bahwa Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan
fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
Fungsinya sebagai pengawas kinerja Polri, Pasal 4 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011
tentang Komisi Kepolisian Nasional menyatakan bahwa Kompolnas bertugas membantu
Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada
Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Kompolnas diperhadapkan pada persoalan memberikan pertimbangan kepada Presiden
mengenai pengisian jabatan calon Kapolri beberapa waktu yang lalu. Presiden mengajukan
calon Kapolri untuk selanjutnya melaksanakan fit and proper test di DPR. Namun, KPK
dengan kewenangannya menetapkan calon tunggal Kapolri tersebut  sebagai tersangka.
Presiden kemudian mengajukan calon Kapolri pengganti untuk melakukan fit and proper test
di DPR yang selanjutnya ditetapkan menjadi Kapolri.
Keterkaitan Kompolnas sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan
pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden sebelum diajukan ke DPR, menjadikannya
sebagai posisi yang tertekan karena publik bisa saja menjustifikasi kewenangannya tidak
digunakan dengan baik. Sehingga timbul persoalan sistem pengisian jabatan Kompolnas yang
berimplikasi pada pelaksanaan tugasnya.
Secara yuridis pengisian jabatan keanggotaan Kompolnas menurut Pasal 14 Peraturan
Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional berbunyi: Keanggotaan
Kompolnas terdiri dari unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pakar Kepolisian
sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya, Pasal
16 ayat 1 dinyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas dipilih dan ditetapkan oleh
Presiden. Sedangkan 6 anggota yang lain dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh
Panitia Seleksi bentukan Pemerintah. Proses pemilihan berbeda antara Ketua dan Wakil Ketua
terhadap keanggotaan yang lain dimungkinkan menimbulkan konflik kepentingan serta tidak
memenuhi asas negara hukum kesejahteraan yang menekankan pada suatu lembaga negara
yang independen serta asas kedaulatan rakyat yang menghendaki partisipasi publik dalam
suatu pengisian jabatan Kompolnas.
Problematika proses pengisian jabatan Kompolnas diatas merupakan bentuk nyata
keberadaan Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Sebagai lembaga yang memberikan
1 Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 302.2 Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007),hlm. 197.
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pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden, Kompolnas harus menjadi lembaga yang dapat
dipercaya dan berintegritas. Oleh karenanya, pembaharuan seleksi anggota kompolnas
merupakan suatu keharusan.
Untuk menjawab problematika tersebut, maka sistem pemilihan serta pengangkatan
keanggotaan Kompolnas harus dikaji lebih komprehensif dengan berpijak pada penelitian
normatif dengan menganalisis asas-asas dalam ilmu hukum yang diderivasi dari nilai-nilai cita
hukum Pancasila dan diperhadapkan pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam Perpres
No.17 Tahun 2011. Berdasarkan Latar Belakang diatas maka disusun Rumusan Masalah
sebagai berikut: (1) Apakah nilai-nilai Pancasila tercermin dalam mekanisme seleksi
Komisioner Kompolnas Menurut Perpres No.17 Tahun 2011? (2) Bagaimana bentuk
implementasi mekanisme seleksi Komisioner Kompolnas yang mencerminkan nilai-nilai
Pancasila?
B. Hasil dan Pembahasan
1. Nilai-Nilai Cita Hukum Pancasila Sebagai Dasar Pengisian Jabatan Lembaga Negara
Pancasila sebagai cita hukum mengandung nilai-nilai ideal yang dijadikan pedoman
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal itu menjadi titik tolak dalam membangun
dan mengembangkan tata hukum Indonesia.3 Kandungan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut
belum dapat digunakan untuk tataran normatif karena masih bersifat abstrak. Nilai-nilai
Pancasila dikonkretisasi menjadi nilai-nilai instrumental dalam asas-asas hukum dan asas-asas
hukum dikonkretisasi lagi menjadi norma-norma hukum.4 Aktivitas konkretisasi dari tahapan
nilai-nilai hingga menjadi norma-norma hukum disebut fungsi konstitutif dan fungsi regulatif.
Dalam fungsi konstitutif mengandung arti bahwa cita hukum merupakan dasar dari
suatu tata hukum sehingga tanpa cita hukum suatu tata hukum tidak mungkin ada.5 Fungsi
konstitutif tersebut, Pancasila dijadikan sebagai norma mendasar yang memiliki kedudukan
tertinggi yang akan membentuk norma-norma yang lebih rendah. Dengan kata lain, cita
hukum yang terkandung dalam Pancasila membatasi keberadaan norma-norma hukum yang
terendah, dan apabila terdapat hasil pembentukan norma-norma hukum terendah yang tidak
sesuai dengan cita hukum Pancasila maka dengan sendirinya norma tersebut tidak berlaku.
Proses konstitutif dari tataran hukum tertingga hingga terendah harus dipahami sebuah
kesinambungan yang harus seragam dan tidak dapat menimbulkan pertentangan makna.
Sedangkan berfungsi regulatif cita hukum menentukan apakah hukum positif tersebut
mencerminkan keadilan atau tidak. 6 Fungsi regulatif yang terdapat dalam tatanan hukum
Indonesia sudah dapat diimplementasikan, sehingga dapat diketahui hukum positif tersebut
adil atau tidak. Apabila ditemukan bentuk norma yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang
diturunkan dari asas hukum maka keberadaan hukum positif tersebut tidak berlaku. Bahkan
asas-asas hukum lain yang tidak dikonkretkan dalam norma-norma hukum akan tetap hidup
dalam kehidupan hukum suatu bangsa.
3 Hotma P. Sibuea, “Landasan/Dasar dan Arah Pengembangan pengajaran Hukum dan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum (Rechtsidee)
Pancasila (suatu Langkah Awal),” hlm. 11.4 Ibid, hlm. 10.5 Hotma P. Sibuea, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, (Jakarta: Universitas 17 Agustus Jakarta,2007), hlm. 16.6 Ibid., hlm. 17.
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Abdul Hamid S. Attamimi7 menyatakan bahwa fungsi Pancasila sebagai cita hukum
adalah sebagai bintang pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia.
Bintang pemandu mengandung arti  bahwa arah pembentukan hukum positif atau
pembaharuan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum pemilihan dan penetapan jabatan
keanggotaan Kompolnas juga harus dipandu oleh cita hukum Pancasila. Selanjutnya Hamid S.
Attamimi,8 menjelaskan fungsi yang dijalankan oleh cita hukum Pancasila dilakukan dari 2
(dua) sisi sekaligus yaitu (a) menguji hukum positif yang berlaku dan (b) mengarahkan hukum
positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarah kepada sesuatu tujuan. Proses
konkretisasi cita hukum hingga tatanan terendah hukum positif harus memiliki suatu tujuan,
artinya kehidupan saat ini yang mengglobal yang menuntut perkembangan dalam semua
lapisan maka tetap harus berpegang teguh pada suatu tujuan hakiki yang terdapat dalam cita
hukum Pancasila. Oleh karenanya, tidak akan memiliki makna suatu pembentukan hukum
positif yang tidak mencerminkan nilai-nilai hakiki Pancasila atau hanya mengadopsi
perkembangan zaman tanpa memperhatikan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
Uraian diatas telah menjelaskan proses konkretisasi nilai-nilai cita hukum pancasila
yang diderivasi menjadi asas-asas hukum, asas-asas hukum menjadi norma-norma hukum dan
merupakan proses keniscahyaan guna mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Proses konkretisasi pada
pembentukan hukum positif harus konsisten dan seragam dari tataran atas yang mengandung
perwujudan nilai-nilai dasar. Hal ini dengan sendirinya akan memudahkan cara melakukan
pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam konkretisasi nilai-nilai dasar menjadi
asas-asas hukum dan asas-asas hukum menjadi norma-norma hukum oleh lembaga pembentuk
hukum berwenang.9
Bentuk nilai-nilai yang diderivasi menjadi asas-asas hukum telah banyak ahli hukum
yang menguraikannya. Soerjanto Poespowarwojo, mengemukakan nilai-nilai Pancasila
memberikan pedoman terhadap 4 (empat) macam orientasi untuk kehidupan bangsa Indonesia,
diantaranya yaitu: orientasi kekeluargaan, kerakyatan, keseimbangan dan perjuangan.
Keempat orientasi tersebut dielaborasi menjadi beberapa asas-asas hukum yang diuraikan
sebagai berikut:
“Orientasi kekeluargaan terdapat asas kekeluargaan (kehidupan bersama), asas
kebebasan yang bertanggung jawab, asas kesamaan derajat, asas kerukunan dan
asas partisipasi sosial. Orientasi kerakyatan  terdiri atas asas kerakyatan, asas
kepentingan bersama, asas adil dan merata, asas negara hukum, asas
konstitusionalisme, asas pembedaan dan pembagian kekuasaan. Sementara
orientasi keseimbangan terdiri atas asas keseimbangan, asas kelestarian, asas tepa
seliro, dan asas kesederhanaan. Dan yang terakhir orientasi perjuangan terdiri atas
7 Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan
Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas-Asas Hukum Dan Politik Hukum
Nasional, Makalah ini disampaikan dalam seminar Komisi Hukum Nasional yang diselenggarakan diJakarta tanggal 26-27 November 2013 di Hotel Bidakara, hlm. 6.8 Ibid, hlm. 7.9 Hotma P. Sibuea, Disertasi “Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah
dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,”, Program Pascasarjana Fakultas Universitas PelitaHarapan, Tangerang, 2008, hlm. 397-8.
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asas persatuan dan kesatuan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas Pembelaan Negara,
dan asas pantang menyerah.”10
Dalam disertasinya, Hotma P. Sibuea menyatakan asas-asas hukum yang merupakan
asas hukum tata negara yang diderivasi dari nilai-nilai Pancasila yaitu, diantaranya:
“Asas negara kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan berbentuk
republik, asas negara demokrasi perwakilan, asas negara konstitusional, asas
sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan, asas
kekeluargaan, asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas
kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pikiran. Selain itu juga ditambahkan
asas negara hukum, asas Pancasila, dan asas pemisahan/pembagian kekuasaan.”11
Pertanyaan yang akan muncul yaitu asas-asas apa yang dapat diturunkan dari nilai-nilai
cita hukum pancasila untuk pemilihan Komisioner Kolpolnas? Menurut penulis maka terdapat
2 asas yang dapat menjawab persoalan sistem pengisian jabatan Kompolnas yaitu: asas negara
hukum kesejahteraan dan asas kedaulatan rakyat.
2. Problematika Mekanisme Seleksi Jabatan Kenggotaan Kompolnas berdasarkan Asas
Negara Hukum Kesejahteraan dan Asas Kedaulatan Rakyat
Bentuk cita negara yang dikonkretkan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi salah
satu pokok pembahasan pertama adalah asas negara hukum kesejahteraan. Bentuk dari negara
hukum kesejahteraan merupakan perkembangan dari suatu negara hukum. Padmo Wahyono12
mengemukakan bahwa konsepsi negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat
kecerdasan bangsa yang bersangkutan. Konsep negara hukum sebagai bentuk negara ideal
bukan merupakan ide yang sudah jadi, melainkan ide yang dinamis sehingga tidak akan
pernah bersifat baku dan selalu akan berkembang.
Asas negara hukum kesejahteraan berkembang pada zaman modern abad ke 17-18 di
Eropa barat. Konsep negara hukum modern diawali dari kesewenang-wenangan penguasa
kepada rakyatnya Sehingga timbul ajaran dari John Locke dan Montesquieu terhadap
pembatasan kekuasaan raja. Ajaran John Locke yang sangat penting adalah gagasan
persamaan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, Ajaran yang
mendukung lahirnya konsep negara hukum adalah ajaran yang dikemukakan oleh
Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu cabang
kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. 13 Baik John Locke
dan Montesquieu telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai negara hukum penjaga
malam yang memiliki tugas yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Seiring perkembangan konsep negara hukum, Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur
negara hukum formal:14 Pertama, Perlindungan hak-hak  asasi manusia; Kedua, Pemisahan
atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Ketiga, Pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan Keempat, Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Konsep negara hukum diatas merupakan hasil perkembangan dari negara hukum penjaga
malam. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum formal masih
10 Ibid., hlm. 408-9.11 Ibid., hlm. 417.12 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 9.13 Ibid., hlm. 25.14 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3.
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bertumpu pada pembatasan kewenangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Akan tetapi
perbedaan yang terkandung diantara negara keduanya yaitu mengenai kedudukan, fungsi, dan
ruang lingkup kekuasaan dan kebebasan untuk bertindak pemerintah dalam suatu negara .15
Setiap tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara harus berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Oleh karenanya, setiap penyelenggaraan negara terkesan kaku
dikarenakan suatu tindakan yang harus memiiliki dasar hukum dan akan berimplikasi terhadap
kesejahteraan bagi masyarakat.
Tindakan pelayanan Pemerintah yang lamban kepada masyarakat mendorong lahirnya
konsep negara hukum kesejahteraan. Dalam konteks ini, konsep negara hukum kesejahteraan
merupakan bentuk penyempurnaan negara hukum formal atau disebut dengan negara hukum
materiil.16 Perbedaan negara hukum kesejahteraan dan negara hukum sebelumnya terletak
pada kedudukannya yang berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, di satu pihak, pemerintah
berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan; Kedua, Pemerintah
berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas mengurus,
menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat.17 Kedudukan
tersebut telah memperluas campur tangan Pemerintah dibandingkan dengan negara hukum
formal, karena Pemerintah yang langsung bersentuhan dalam kehidupan masyarakat atau
pemerintah dianggap lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kedudukan memiliki pengertian yang sama dengan tugas dan kewenangan. Sebagai
penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus atau melayani
kepentingan rakyat maka Pemerintah dapat bertindak melampaui kewenangan yang diatur
dalam perundang-undangan. Dalam ilmu hukum administrasi sering disebut dengan asas
diskresi dan inilah konsep penting dalam negara hukum kesejahteraan. Konsekuensi dari
penggunaan konsep negara hukum kesejahteraan, maka kekuasaan harus dibagi kedalam
lembaga negara yang lain. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan tindakan
penguasa. Itu artinya, kewenangan yang luas Pemerintah bagaimanapun juga tetap harus
diawasi oleh lembaga negara yang lain.
Jimly Asshiddiqie18 mengemukakan lembaga pengawasan eksternal terhadap lembaga
negara berfungsi utama, berbentuk lembaga negara supporting atau auxiliary harus berbentuk
lembaga independen, agar pengawasan yang dilakukan efektif. Lembaga negara pembantu
harus dipahami memiliki tugas yang berbeda dengan  lembaga eksekutif, untuk itulah
karakteristik tugasnya lebih spesifik dibanding lembaga eksekutif dan tentunya memiliki
kedudukan yang sederajat dengan lembaga yang diawasi. Jika lembaga yang mengawasi
dibawah lembaga yang diawasi dimungkinkan akan timbul konflik kepentingan. Oleh sebab
itu penataan lembaga-lembaga negara khususnya lembaga negara pembantu (supporting atau
auxiliary) harus bersifat independen.
Kehadiran lembaga independen sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam negara
hukum kesejahteraan merupakan suatu keniscahyaan dan memiliki keterkaitan satu sama lain.
Lembaga pengawasan yang dimaksud sebagai tempat menyampaikan keluhan-keluhan
masyarakat terhadap suatu pelayanan publik pemerintah. Itu artinya lembaga pengawasan
15 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 29-35.16 Ibid., hlm. 37.17 Ibid., hlm. 42.18 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis,(Malang: Setara Press, 2015), hlm. 131-2.
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memiliki ruang untuk menghimpun suara dari masyarakat secara langsung, serta melakukan
advokasi atas keluhan dari masyarakat tersebut.
Kehadiran kompolnas guna melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap
kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, sejak awal tidak
independen. Pembentukannya melalui Perpres meletakkan kedudukannya dibawah pemerintah
(eksekutif) dan tidak independen. Pasal 2 angka 2 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011
tentang Komisi Kepolisian Nasional menyatakan Kompolnas berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga negara pembantu (supporting atau
auxiliary), Kompolnas memiliki tugas yang karakteristik yang tidak diselenggarakan
eksekutif. Untuk itu keberadaannya harus dipisahkan dari lembaga eksekutif atau independen.
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Kompolnas harus sejajar dengan lembaga eksekutif
atau lembaga yang diawasinya. Walaupun kewenangannya memberikan pertimbangan kepada
Presiden tapi tidak seharusnya Kompolnas diawasi oleh Presiden karena sifat Kompolnas
sebagai lembaga pengawas yang independen.
Pasal 4 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
menyatakan bahwa Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah
kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri. Tugas Kompolnas tersebut sudah jelas dinyatakan yang pertama yaitu
menetapkan arah kebijakan Polri yang selanjutnya diikuti dengan tugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Oleh karena
itu sebenarnya yang ditekankan yaitu bagaimanakah selama ini realisasi tugas Kompolnas
dalam menetapkan arah kebijakan Polri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam
Pasal 3 ayat 1 Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional memberikan
fungsi kepada kompolnas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja
Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Jelas bahwa keberadaan
Kompolnas didahului dengan fungsi yang penting yaitu untuk mengawasi fungsional terhadap
kinerja Polri.
Dalam praktiknya, memang jarang terlihat evaluasi yang dilakukan oleh Kompolnas
secara menyeluruh atas kinerja Polri yang dipublikasikan kepada masyarakat. Ini menandakan
kinerja Kompolnas tersebut yang kurang maksimal. Artinya keberadaannya sebagai lembaga
pengawas yang tidak independen membuatnya sebagai lembaga pengawas yang lemah. Selain
itu ditinjau dari keanggotaan Kompolnas tidak sebanding dengan lembaga yang diawasi. Jika
anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki keanggotaan sampai satuan masyarakat
paling rendah yaitu pada tingkat Kecamatan, sangat berbanding terbalik dengan jabatan
Kompolnas hanya berada dipusat dengan keanggotaan 9 orang. Kompolnas dapat dikatakan
tidak dapat menjangkau pengawasan kinerja Polri sampai kedaerah. Bahkan jika pengisian
jabatannya khususnya unsur Ketua yang diduduki oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum
dan HAM serta wakil ketua yang diisi oleh unsur Pemerintah yang lain, maka akan
menimbulkan ketidakmaksimalan dalam mengawasi kinerja Polri. Hal ini yang menjadi
problematika kedudukan Kompolnas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja
Polri.
Cara berpikir sederhananya yaitu berawal dari fungsi utama Kompolnas melaksanakan
fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, maka diberikan tugas kepadanya untuk
menetapkan arah kebijakan Polri. Barulah ditunjang dengan tugas terakhir yaitu memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Karena
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan
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hasil proses evaluasi kinerja yang dilakukan kepada Polri. Oleh karenanya, peristiwa
pengajukan calon Kapolri untuk selanjutnya melaksanakan fit and proper test di DPR yang
sampai dua kali beberapa waktu yang lalu, dapat dikatakan merupakan hasil akhir dari kinerja
Kompolnas yang tidak maksimal. Maksudnya adalah jika fungsi pengawasan terhadap kinerja
Polri yang dilakukan Kompolnas maksimal maka hingga melaksanakan tugasnya dalam
menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri akan baik pula.
Bentuk pengawasan terhadap kinerja Polri tersebut harus diikuti dengan sifat
independen lembaga tersebut serta jumlah keanggotaan Kompolnas yang sebanding. Inilah
kritikan yang penting diberikan oleh penulis terhadap lembaga Kompolnas yang tidak
independen membuat kedudukannya lemah. Hal inipun berlanjut pada sistem pengisian
jabatan dimana untuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas mutlak dipilih dan
ditetapkan oleh Presiden yang memungkinkan terjadi konflik kepentingan diantara anggota
Kompolnas.
Untuk itu dikaji dari cita hukum pancasila yang diderivasi dalam asas-asas negara
hukum kesejahteraan jelas memberikan pemahaman pengisian jabatan Kompolnas
menimbulkan problematika dalam ketatanegaraan Indonesia. Doktrin dalam asas-asas negara
hukum kesejahteraan harus ada lembaga pengawasan yang independen khusus untuk
mengawasi kinerja Pemerintah. Dalam doktrin ini mempertentangkan pengisian jabatan Ketua
dan Wakil Ketua kompolnas dari unsur Pemerintah serta pengaturannya yang hanya setingkat
Perpres. Artinya keberadaan Kompolnas sebagai lembaga independen yang berfungsi
pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan
kemandirian Polri, maka pembentukannya harus setingkat Undang-Undang serta harus bersifat
independen atau tidak berkedudukan dibawah Presiden.
Selain itu asas kedua yang diderivasi dari nilai-nilai cita hukum Pancasila terkait
pembahasan mekanisme sistem pengisian jabatan Kompolnas yaitu asas kedaulatan rakyat.
Pemahaman asas kedaulatan rakyat menjadi suatu keniscahyaan karena untuk mendukung
tegaknya negara hukum kesejahteraan. Konsep kedaulatan rakyat dari perspektif filosofis
bersumber dari Rosseau yang mengatakan bahwa yang berdaulat dalam negara adalah rakyat.
Dalam disertasinya Hotma P. Sibuea mengemukakan perspektif filosofis kedaulatan rakyat,
yaitu:
“Kedaulatan rakyat itu tercermin dalam kehendak umum (general will) yang
mengatur kekuatan negara dengan cara yang disetujui untuk mencapai tujuan
akhir negara yaitu kebaikan bersama. Atas dasar pemikiran demikian, Rosseau
kemudian mengemukakan bahwa para individu itu membuat suatu perjanjian
untuk mendirikan bangsa yang disebut dengan Perjanjian Sosial atau Kontrak
Sosial. Dalam kontrak sosial itu disepakati bahwa setiap individu menyerahkan
kekuasaannya kepada negara sebagai kesatuannnya dan setiap individu tersebut
akan kehilangan kebebasan alamiahnya. Sebagai imbalannya individu tersebut
akan memperoleh kebebasan sipil yang dibatasi oleh kepentingan umum.”19
Doktrin kedaulatan rakyat melahirkan sistem penyelenggaraan negara yang dinamakan
demokrasi. Sebagai turunan dari asas kedaulatan rakyat maka sederhananya demokrasi
dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Usep
19 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 94-95.
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Ranawijaya20 mengemukakan arti demokrasi mengakui dan menjunjung tinggi hak rakyat
untuk menentukan nasib hidupnya sendiri di segala bidang. Hotma P Sibuea,21 mengemukakan
bidang yang menjadi keterlibatan rakyat, antara lain: menetapkan pejabat-pejabat negara,
menetapkan anggaran negara, maupun mengambil keputusan-keputusan penting yang
menentukan nasib rakyat.
Sedangkan menurut Munir Fuady, 22 demokrasi haruslah mengandung unsur-unsur
sebagai berikut: (1) Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat; (2) Adanya ruang
tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, disamping berpartisipasi dari parlemen
yang juga merupakan wakil-wakil dari rakyat; (3) Adanya perlindungan yang maksimal
terhadap hak asasi manusia; (4) Adanya sistem trias politika; (5) Adanya sistem cheks and
balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (6) Adanya pengakuan dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia; (7) Adanya pemahaman yang sama (common understanding)
diantara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah; (8) Adanya suatu
pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil; (9) Adanya hak untuk memilih yang
merata, dan hak untuk dipilih juga yang merata menentukan wakil-wakilnya dan untuk
mengisi berbagai jabatan public; (10) Adanya sumber-sumber informasi alternatif kepada
rakyat disamping sumber informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa; (11) Adanya sistem
yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan Negara dapat mewujudkan semaksimal
mungkin hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam suatu pemilihan umum;
(12) Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan golongan dalam masyarakat;
(13) Adanya perlindungan terhadap golongan minoritas dan golongan rentan; (14)
Pengambilan putusan dengan sistem one man one vote; (15) Adanya sistem oposisi yang kuat;
(16) Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat; (17) Sistem
rekruitmen terhadap kekuasaan-kekuasaan dan jabatan Negara yang dilakukan secara terbuka
dan fair; (18) Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya suatu rotasi sistem
kekuasaan yang teratur, damai, dan alami; (19) Adanya akses yang mudah dan cepat kepada
masyarakat luas terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah; (20) Adanya sistem
yang akomodatif terhadap suara/ pendapat/ kepentingan yang ada dalam masyarakat; (21)
Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance; (22)
Perwujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law; (23) Terwujudnya sistem
kemasyarakatan yang berbasis masyarakat madani (civil society).
Konsekuensi asas kedaulatan rakyat yang diuraikan dari beberapa pendapat diatas
bahwa rakyat tetap terlibat dalam penyelenggaraan negara. Hotma P. Sibuea23 mengemukakan
bahwa penyelenggaraan negara demokratis diantara lain dalam bentuk: Pertama, Rakyat
terlibat untuk membentuk aturan-aturan yang berlaku dalam negara secara langsung ataupun
tidak langsung. Kedua, Rakyat berhak terlibat dalam penetapan pejabat-pejabat negara.
Untuk keterlibatan yang pertama, Rakyat diwakilkan oleh suatu lembaga perwakilan
(parlemen) yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia maka keterlibatan
20 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), hlm. 91.21 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 198-9.22 Ardiansyah Andika P, Skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk
Unit Kerja Presiden,” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makkasar, 2013, hlm. 8-11.
23 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 96.
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rakyat dengan sistem perwakilan dapat dipahami sebagai konsekuensi luasnya wilayah dan
banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan untuk keterlibatan dalam penetapan
pejabat-pejabat negara merupakan suatu keharusan atau tidak dapat diwakilkan oleh lembaga
perwakilan. Oleh karenanya apabila ditemukan suatu lembaga perwakilan yang dilekatkan
kewenangan untuk ikut menetapkan pejabat publik, maka dengan sendirinya lembaga
pengisian jabatan tersebut mengingkari sistem penyelenggaraan negara demokratis. Dalam
teorinya Montesquieu mengenai trias politika pembagian kekuasaan dalam tiga bidang yaitu
legislatif membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif
menegakkan undang-undang. Doktrin Montesquieu tersebut, Legislatif hanya memiliki tugas
sebagai pembentuk undang-undang tidak dibenarkan keberadaannya untuk ikut menetapkan
ataupun memberikan pertimbangan terhadap pengisian pejabat publik. Hal yang sama juga
berlaku untuk lembaga yudikatif bahwa kewenangannya hanya menegakkan undang-undang
dan tidak dapat memilih keanggotaan pejabat publik.
Khusus untuk lembaga eksekutif, tidak dapat melibatkan dirinya dalam proses
pengisian jabatan publik untuk satuan lembaga negara pembantu (auxiliary state organ).
Karena bagaimanapun juga jabatan publik lembaga negara pembantu (auxiliary state organ)
harus independen dan tidak dapat dilekatkan kepada satuan lembaga negara manapun. Padmo
Wahyono 24 mengemukakan bahwa ada tiga macam cara penyusunan jabatan publik,
diantaranya:
“Pertama, menurut kemauan dari orang yang akan menduduki jabatan yang
bersangkutan, disebut dengan pemilihan. Kedua, menurut syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menduduki jabatan. Cara
pembentukan jabatan seperti itu diwujudkan dalam bentuk penunjukan
seseorang pejabat oleh pejabat lain yang umumnya berkedudukan lebih tinggi.
Ketiga, menurut pewarisan atau berdasarkan turun-temurun, terjadi dalam
bentuk pemerintahan monarki.”
Untuk bagian pertama merupakan cara pengisian jabatan publik yang sesuai
dengan keterlibatan rakyat. Sedangkan yang kedua pengisian jabatan publik yang
masih bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga pengisian jabatannya masih
ditentukan oleh lembaga eksekutif tersebut. Misalnya saja penunjukan menteri-
menteri. Sedangkan dalam bagian ketiga, merupakan pengisian jabatan dalam konsep
ideologi autokrasi. Usep Ranawijaya mengemukakan konsep penyusunan anggota
penguasa negara dilakukan dengan dua cara, yaitu:
cara autokrasi atau otoriter dan cara demokrasi atau merdeka. Sederhananya
menurut cara autokrasi atau otoriter  anggota penguasa atau pejabat negara
ditetapkan oleh segolongan kecil pemegang kekuasaan negara dan diambilkan
dari lingkungannya sendiri, berdasarkan cara ini segala urusan negara dijauhkan
dari jangkauan kekuasaan rakyat. Sebaliknya menurut cara demokrasi atau cara
merdeka penetapan pejabat ditempatkan dalam suasana kekuasaan rakyat yang
didasarkan atas prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang bagaimanapun juga
kecilnya berada di luar jangkauan kedaulatan dari rakyat25
Selanjutnya Usep Ranawijaya menyatakan bahwa paham autokrasi atau otoriter
dengan paham demokrasi tidak dapat dipertemukan satu sama lain: Hal ini dikarenakan
24 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 306-7.25 Usep Ranawijaya, op.cit., hlm. 211.
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keduanya beranjak dari gagasan politik dan ideologi yang berbeda, dan keduanya berlawanan
satu sama lain.26 Pendapat tersebut menekankan pada pengisian jabatan publik harus beranjak
dari ideologi yang dimiliki oleh negara tersebut. Implikasinya adalah tidak akan mungkin
muncul dua sistem pemilihan jabatan publik dalam satu institusi.
Dalam konteks pemilihan Kompolnas maka dapat diketahui pengisian jabatan lembaga
negara independen tidak dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah (eksekutif). Untuk itu
penjelasan asas kedaulatan rakyat dengan konsep lembaga negara pembantu (auxiliary state
organ) yang independen harus dilakukan suatu lembaga tersendiri atau panitia tersendiri diluar
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Disamping itu terdapat pengisian jabatan yang dikemas
dalam dua sistem pemilihan sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan
Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang berbunyi bahwa Ketua
dan Wakil Ketua Kompolnas dipilih dan ditetapkan oleh Presiden, dan Pasal 29 ayat 1
Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang berbunyi
bahwa calon anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah dipilih melalui proses seleksi
oleh Panitia Seleksi calon anggota kompolnas. Perbedaan pemilihan dan penetapan Ketua dan
Wakil Ketua beserta keanggotaan yang lain dalam satu lembaga independen dalam negara
demokrasi maka dengan sendirinya tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat tersebut.
Cara terbaik yang dilakukan yaitu dengan keterlibatan rakyat sendiri. Maurice
Duverger27 mengemukakan penetapan pejabat-pejabat negara atau publik disebut dengan cara
demokratis. Mekanisme penetapan pejabat-pejabat negara yang melibatkan rakyat (cara
demokratis) dapat diselenggarakan antara lain melalui pemilihan umum dan partisipasi publik.
Bentuk pengisian jabatan dengan sistem pemilihan umum sudah dilaksanakan baik itu
untuk jabatan Presiden,  DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahkan untuk
sebagian masyarakat pedesaan didaerah sudah melakukan pemilihan umum untuk memilih
kepala desa mereka. Sedangkan pengisian jabatan publik dengan sistem demokratis yang
melibatkan partisipasi publik sudah dijalankan namun masih kurang maksimal. Pada
prinsipnya partisipasi publik dipahami bahwa sistem rekruitmen terhadap jabatan publik
dilakukan secara terbuka dan fair. Artinya bagi setiap masyarakat yang sudah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana dibutuhkan dapat mengikuti proses tersebut. Sebagai contoh yang
dilakukan dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan oleh panitia seleksi KPK.
Namun, kelemahannya dalam proses pemilihan KPK yaitu proses akhir yang tetap meminta
pertimbangan anggota legislatif.
Untuk itu pembaharuan mekanisme pengisian jabatan Kompolnas harus melalui
mekanisme partisipasi publik (rakyat) yang dilakukan suatu panitia seleksi yang berintegritas
tanpa melalui pertimbangan anggota legislatif. Artinya hasil akhir dari proses seleksi
komisioner Kompolnas berada dalam kewenangan panitia seleksi yang selanjutnya akan
diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Kemudian pengaturan tentang pemilihan jabatan Ketua
dan Wakil Ketua diserahkan kepada kesembilan orang tersebut dengan berlandaskan asas
musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang diberikan kewenangan
untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas, karena pencapaian asas kedaulatan
rakyat dalam pengisian jabatan Kompolnas yang menganut sistem kedaulatan rakyat adalah
26 Ibid., hlm. 211.27 Hotma P. Sibuea, op.cit., hlm. 96.
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besar kecilnya pengaruh akhir rakyat pada penetapan pejabat negara dan kebijaksanaan
penguasa.28
Bentuk pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui
kaidah hukum. Bagaimanapun juga suatu paham negara hukum kesejahteraan tidak dapat
dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi
kekuasaan negara atau pemerintah yang diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar
kekuasaan atau kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki partisipasi dalam setiap
penyelenggaraan negara.
3. Pembaharuan Seleksi Jabatan Keanggotaan Kompolnas berdasarkan Nilai-Nilai Cita
Hukum Pancasila
Berdasarkan uraian diatas, maka Asas negara hukum kesejahteraan dan asas
kedaulatan rakyat dapat dijadikan dasar dalam proses Pemilihan dan Penetapan jabatan
anggota Kompolnas. Keberadaaannya untuk mengarahkan pembaharuan hukum pada
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan
kedua asas tersebut. Pemikiran yang disampaikan dalam pengisian jabatan keanggotaan
Kompolnas dalam makalah ini harus dipahami terlebih dahulu mengenai pembentukan
lembaga independen barulah diikuti dengan sistem pengisian jabatannya. Bentuknya yang
independen dengan sendirinya akan menentukan pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
Oleh karenanya, asas negara hukum kesejahteraan menjadi hal yang penting dibahas
terlebih dahulu sebagaimana dikemukakan diatas dan selanjutnya asas kedaulatan rakyat.
Kedua asas tersebut dapat menjadi pemandu dalam pembaharuan hukum pengisian jabatan
Kompolnas yang mengarah pada tujuan kepentingan umum.
Asas negara hukum kesejahteraan yang memiliki tujuan pokoknya tidak terletak pada
mempertahankan hukum (hukum positif); melainkan terletak pada tujuan mencapai keadilan
sosial (sociale gerechtigheid) bagi semua negara. Oleh karenanya apabila perlu negara juga
boleh bertindak di luar hukum tertulis untuk mencapai keadilan sosial bagi semua warga
negara.29 Berdasarkan pendapat tersebut penulis memberikan saran kepada Pemerintah untuk
mengajukan RUU Kompolnas dengan berdasarkan kedua asas tersebut. Adapun materi yang
ada dalam RUU Kompolnas tersebut yaitu antara lain: (a) Kompolnas sebagai lembaga
Independen. Artinya Kompolnas tidak bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak diawasi
oleh Presiden sebagaimana dalam Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi
Kepolisian Nasional. Kompolnas sebagai lembaga independen membuatnya untuk
mengoptimalkan kinerjanya. Karena bebas dari pengaruh lembaga manapun; (b) Membentuk
Kompolnas Daerah dalam tingkatan Provinsi. Bagaimanapun juga kebutuhan akan Kompolnas
Daerah ini sangat penting dan mendesak untuk meningkatkan kinerja Kompolnas. Karena
Kompolnas harus bisa mengevaluasi kinerja Polri secara mandiri. Keanggotaan Polri sampai
satuan tingkatan Kecamatan, harus ditunjang dengan pembentukan Kompolnas daerah. Selain
itu apabila ada keluhan masyarakat atas kinerja Polri maka keberadaan Kompolnas Daerah
sudah siap untuk melayani masyarakat atas keluhan tersebut; (c) Memberikan kewenangan
eksekutorial pada Kompolnas atas keluhan yang diterima dari masyarakat. Apabila ditinjau
dari salah satu kewenangannya, maka kedudukan Kompolnas hanya bersifat koordinasi
28 Usep Ranawijaya, op.cit., hlm. 20429 Muchsan, Seri Hukum Administrasi Negara Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,(Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 70-71.
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dengan lembaga Polri. Pasal 9 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi
Kepolisian Nasional mengatur setiap saran dan keluhan dari masyarakat oleh Kompolnas
untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Polri kembali. Itu artinya keberadaan Kompolnas
tidak dapat melakukan eksekutorial.
Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan: (a) menerima dan
meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; (b) meminta
dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; (c) melakukan
klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat
yang dilakukan oleh Polri; (d) meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota
dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
(e)merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan
pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) mengikuti gelar perkara,
Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; (g) mengikuti pemeriksaan
dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.
Atas tindakan tugasnya maka keberadaan Kompolnas sebagai lembaga yang melakukan
fungsi pengawasan tidak ditunjang dengan bentuk kewenangan eksekutorial akan lemah dalam
menjalankan tugasnya. (a) Perubahan mekanisme pengisian jabatan Kompolnas. Perubahan
proses pengisian jabatan dilakukan apabila lembaga Kompolnas sudah berbentuk independen.
Karena akan tidak berarti perubahan pengisian jabatan tanpa didahului perubahan sifatnya
yang independen. Menggunakan asas kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi
sebagaimana dikemukakan diatas, maka masyarakat  (publik) ikut berpartisipasi secara
langsung dalam proses pemilihan keanggotaan Kompolnas. Partisipasi tersebut berlaku untuk
kesembilan anggota kompolnas. Artinya pemerintah tidak diberi kewenangan untuk
menetapkan tiga unsur pemerintah dimana satu sebagai Ketua dan satu lagi Wakil Ketua
secara mutlak. Untuk itu saran yang diberikan penulis dalam mekanisme pemilihan
kesembilan keanggotaan kompolnas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang secara administratif
ditetapkan oleh Presiden. Panitia inilah yang nantinya bekerja keras untuk menjaring orang-
orang yang memenuhi syarat dan selanjutnya diangkat serta ditetapkan oleh Presiden. Panitia
seleksi harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Hal ini perlu
dilakukan guna menghasilkan keanggotaan Kompolnas yang baik. Sebagaimana kita ketahui
pemilihan pejabat publik dengan sistem pansel masih juga belum maksimal, dikarenakan
ketidakmasimalan keanggotaan panitia seleksi tersebut. Dalam konteks pemilihan ketua dan
wakil ketua dapat dilakukan oleh kesembilan orang yang terpilih tersebut secara demokratis.
Dengan begitu, Kesembilan orang tersebut memiliki kedudukan yang sama sejak awal
dibentuk.
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C. Penutup
Pembaharuan mekanisme pengisian jabatan Kompolnas dalam bentuk RUU yang
diajukan Pemerintah ke DPR merupakan suatu keniscayaan guna memperkuat fungsi dan
tugasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sifatnya sebagai lembaga supporting atau
auxiliary bagaimanapun juga harus diletakkan sebagai lembaga independen serta memiliki
kedudukan yang sejajar dengan lembaga yang diawasinya (eksekutif) serta dalam pengisian
jabatannya harus mengikutsertakan partisipasi publik. Untuk itu, pemikiran ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi sistem ketatanegaraan khususnya pengisian jabatan Kompolnas.
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